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ABSTRAK

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah
tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945 termasuk pekerja informal. Setiap
pekerja juga berhak mendapatkan hak-hak normatif salah satunya jaminan hak
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum bagi pekerja informal dalam memperoleh akses kesehatan, serta kendala
yang dihadapi oleh pekerja informal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang
layak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana
perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam memperoleh akses keschatan,
(2) Apa saja kendala yang dihadapi pekerja informal dalam mendapatkan akses
keschatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal, serta
penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini Kendala utamanya
adalah : (1) Secara Preventif, perlindungan hukum para pekerja di atur dan
dilindungi dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, akan tetapi keberadaan
pekerja informal tidak diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja formal
lainnya, dan (2) Kendala yang dihadapi oleh pekerja informal dalam memperoleh
akses kesehatan, misalnya ketidakmampuan ekonomi, ketidaktahuan akan hak-
haknya, terkendala dalam proses Administrasi, faktor sosial dan budaya, serta
keterbatasan infrastruktur keschatan di dacrah terpencil semakin memperburuk
akses mercka terthadap layanan kesehatan yang memadai.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Informal dan Kesehatan

Indralaya, 14 Februari 2025
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ABSTRAC

Everyone has the right to get a job as stated in Article 27 Paragraph (1) and
Article 28D Paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia including informal workers. Every worker also has the right to obtain
normative rights, one of which is the guarantee of health rights. This study aims to
determine how legal protection is for informal workers in obtaining access to
health, as well as the obstacles faced by informal workers in obtaining proper
health services. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the
legal protection for informal workers in obtaining access to health, (2) What are
the obstacles faced by informal workers in obtaining access to health. This type of
research is normative legal research, which uses a legislative approach and a
doctrinal approach, as well as deductive drawing of conclusions. The results of
this study show that the main obstacles are: (1) Preventively, legal protection for
workers is regulated and protected in the Employment Law, however; informal
workers are not given the same protection as other formal workers, and (2) The
obstacles faced by informal workers in obtaining access to health, for example
economic inability, ignorance of their rights, obstacles in the administrative
process, social and cultural factors, and limited health infrastructure in remote
areas further worsen their access to adequate health services.

Keywords: Legal Protection, Informal Workers and Health
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh
pekerjaan, hak tersebut merupakan hak konstitusional yang tertuang di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
khususnya di atur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28
Ayat (1) dan Ayat (2) Terkait dengan pekerjaan, tentunya tidak terlepas
dari Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk
menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh penghasilan
atau imbalan®, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan tugasnya,
pekerjaan kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu pekerjaan formal dan
informal.

Pekerja formal adalah bekerja dengan kontrak resmi dan diatur
oleh hukum ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan hak-hak seperti upah
minimum, cuti, tunjangan kesehatan, dan jaminan sosial, serta memiliki
keamanan kerja dan perlindungan hukum.Lingkungan kerja mereka
biasanya memenuhi standar keselamatan dan kesehatan?. Kelompok

Pekerjaan formal ini mencangkup Guru, Dosen, Pegawai Negeri Sipil

! Farahdiba, Siti Zikrina, et al. Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan 5.2, 2021 : hlm 837-845.

2 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Perlindungan Hak-Hak Pekerja
Formal di Indonesia Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2023.



(PNS), Dokter, Pegawai Badan Udaha Milik Negara (BUMN), Polisi,
Tentara dan buruh pabrik, yang memiliki kontrak berdasarkan peraturan
ketenagakerjaan®.

Pekerja informal adalah pekerjaan yang tidak selalu memiliki
kontrak resmi dan tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Mereka sering
tidak mendapatkan hak-hak seperti upah minimum atau tunjangan, dan
kewajiban terkait pajak dan jaminan sosial seringkali tidak dipenuhi.
Mereka juga lebih rentan terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan
biasanya bekerja dalam kondisi yang kurang terjamin®. Kelompok pekerja
informal ini mencangkup berbagai jenis pekerjaan, seperti pedagang kecil,
pekerja lepas, buruh harian, pekerja rumah tangga, serta mereka yang
bekerja di sektor-sektor ekonomi yang tidak terdaftar atau tidak diawasi
secara resmi oleh pemerintah. pekerjaan informal sering kali bersifat tidak
tetap, dengan pendapatan yang fluktuatif dan kondisi kerja yang tidak
stabil.

Pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa terikat oleh
sistem ketenagakerjaan formal, sehingga mereka tidak mendapatkan

perlindungan hukum yang seharusnya. Menurut Sri Hartati Widyastuti

3 Sibagariang, Fahri Azis, et al. Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang
Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. Seminar Nasional Official Statistics. Vol. 2023. No. 1.
2023.

4 Nugraha, Yogi Satria, et al. Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan. Fundamental: Jurnal llmiah Hukum 12.2, 2023 : him
334-353.



dalam bukunya menjelaskan bahwa pekerja informal adalah individu yang
terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak termasuk dalam pengaturan
hukum formal. Pekerja informal sering kali bekerja tanpa adanya kontrak
kerja yang jelas atau perjanjian resmi dengan pemberi kerja. Mereka tidak
memiliki perlindungan hukum seperti yang diberikan kepada pekerja
formal, dan seringkali tidak memperoleh hak-hak dasar ketenagakerjaan
seperti upah minimum, jaminan sosial, atau kondisi kerja yang aman®.

Pekerja informal seringkali tidak memiliki akses ke pelatihan
keterampilan, rentan terhadap eksploitasi, ketidakamanan kerja, serta
minimnya layanan kesehatan dan perlindungan sosial®. Hal ini membuat
mereka menjadi salah satu kelompok yang paling rentan dalam struktur
ekonomi dan sosial suatu negara.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus
2023, mayoritas angkatan kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 59,11%,
bekerja dalam sektor informal. Sisanya, sekitar 40,89%, bekerja di sektor
formal. Para pekerja informal seringkali menghadapi ketidakpastian dalam
hal perlindungan hukum. Mereka merupakan bagian penting dari ekonomi

di banyak negara, namun jarang mendapatkan perlindungan hukum yang

5 Widyastuti, Sri Hartati. Ekonomi Informal dan Permasalahan Tenaga Kerja di
Indonesia. UPP STIM YKPN, 2014.

6 Sari, R. W., & Prabowo, Tantangan dan Kerentanan Pekerja Informal di Indonesia
Jurnal Studi Ketenagakerjaan, 2022.



memadai seperti pekerja formal’. Situasi ini menimbulkan berbagai
masalah serius terkait dengan hak-hak kerja, upah layak, dan akses
terhadap jaminan sosial, yang pada gilirannya menghambat kemajuan dan
kesejahteraan ekonomi mereka.

Pekerja informal berperan penting dalam perekonomian Indonesia,
namun mereka rentan dan kurang mendapat perlindungan hukum, terutama
dalam akses layanan kesehatan, sehingga kesejahteraan mereka tidak
terjamin®. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan yang baik merupakan bagian
dari kesejahteraan, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang
memungkinkan seseorang produktif secara ekonomi. Tanpa itu, hak-hak
pekerja dan akses ke pekerjaan layak sulit terpenuhi®.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
memang mengatur berbagai aspek kesehatan, namun belum secara spesifik
mencakup pekerja sektor informal atau perlindungan atas hak-hak mereka,

khususnya dalam hal jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk

7 Badan Pusat Statistik (BPS). Angkatan Kerja di Indonesia: Data dan Statistik Agustus

2023. Jurnal Statistik Indonesia, Vol. 20, No. 2 2023.

8 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2022:

Perlindungan Sosial dan Kesehatan Pekerja Informal Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan,

2022.

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,

tercantum dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.



diperhatikan karena pekerja informal sering kali tidak memperoleh
perlindungan yang memadai terkait jaminan kesehatan dan hak-hak
lainnya, meskipun mereka memiliki risiko kesehatan yang tinggi akibat
kondisi kerja yang kurang stabil dan minimnya akses terhadap fasilitas
kesehatan. Ketidakadaan regulasi khusus yang melindungi hak-hak pekerja
informal ini berpotensi meningkatkan kerentanan mereka terhadap
berbagai risiko kesehatan. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari
pemerintah untuk memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan
perlindungan kesehatan yang setara dan akses yang adil terhadap layanan
kesehatan sesuai amanat undang-undang.

Pekerja informal dikatakan berperan penting dalam menjaga
dinamika perekonomian, terutama di daerah pedesaan dan wilayah
perkotaan yang kurang berkembang. Karena Mereka menyediakan
berbagai layanan dan barang yang diperlukan masyarakat sehari-hari,
seperti makanan, transportasi, dan jasa lainnya.l® Disektor pertanian,
misalnya, pekerja informal berkontribusi besar dalam produksi pangan,
terutama di kalangan petani kecil yang menggarap lahan secara mandiri.

Di daerah perkotaan, pekerja informal juga sering kali menjadi
penyedia jasa penting, seperti pengangkutan (ojek, becak), penjual

makanan kaki lima, dan pedagang pasar tradisional. Keberadaan mereka

10 Dewi, A.S., & Nugroho, P. Peran Pekerja Informal dalam Dinamika Perekonomian
Daerah Tertinggal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2023 Vol.89.



mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan barang dan jasa
dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, sektor informal
berfungsi sebagai penyangga bagi perekonomian, terutama selama masa-
masa krisis ekonomi, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan formal
dan beralih ke pekerjaan informal untuk bertahan hidup®?.

Namun, meskipun peran mereka krusial, pekerja informal sering
kali tidak menerima penghargaan yang layak atau perlindungan yang
memadai. Kontribusi mereka terhadap Program Dana Bantuan (PDB)
nasional jarang tercatat dengan baik, dan mereka sering kali diabaikan
dalam kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Maka dengan adanya hal tersebut Undang-Undang Ketenaga
kerjaan ini tentunya sudah harus mencangkup semua hal-hal yang
dibutuhkan oleh para pekerja. Sedangkan jika kita lihat pada Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja pada pasal 1 ayat (1)
menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir untuk
pemenuhan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan

bagi para usaha ataupun para pekerjal?. Undang-Undang Cipta Kerja perlu

11 Susanti, R., & Wijayanti, A. Peran Sektor Informal dalam Menopang Perekonomian di
Masa Krisis: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2022 Vol. 215

12 Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja.tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856



dikaji ulang untuk memasukkan pekerja sektor informal agar mereka
mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Diperlukan
peraturan yang memastikan perlindungan tenaga kerja di bidang hukum,
ekonomi, sosial, dan kesehatan demi kesejahteraan mereka. Akses
terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap individu, namun
terdapat kesenjangan signifikan antara pekerja formal dan informal. Data
Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya sekitar 30% pekerja informal
yang memiliki akses penuh ke layanan kesehatan melalui program jaminan
kesehatan nasional®®. Sementara itu, pekerja formal lebih diuntungkan
dengan adanya asuransi kesehatan dari perusahaan atau instansi tempat
mereka bekerja. Kesenjangan ini membuat pekerja informal semakin
rentan, terutama saat menghadapi penyakit atau kecelakaan yang
memerlukan perawatan medis. Tanpa perlindungan hukum yang memadai,
mereka tidak hanya kesulitan mengakses layanan kesehatan, tetapi juga
berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan akibat tingginya biaya
pengobatan.

Hak atas kesehatan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia
oleh berbagai instrumen internasional dan nasional. Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal (25) menyatakan bahwa setiap orang

berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan

13 Andi Wibowo,Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan di Indonesia:Studi Kasus
Pekerja Formal dan Informal, Pustaka Kesejahteraan, 2023.



kesejahteraannya, termasuk perawatan medis yang diperlukan®. Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) juga
mengakui hak atas kesehatan dalam Pasal (12) yang menegaskan
kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
orang menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Di Indonesia, hak atas kesehatan juga diakui dalam Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 H ayat (1) , yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan®®. Undang-
Undang Nomor. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diundangkan
sebagai undang-undang terbaru yang memperbaharui pengaturan terkait
kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini memperluas dan memperjelas
hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak
dan terjangkau, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas
kesehatan yang memadai®®. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga
menekankan pada penguatan sistem jaminan kesehatan, peningkatan
kualitas pelayanan, dan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan,

termasuk bagi pekerja informal. Hak atas kesehatan mencakup lebih dari

14 perserikatan Bangsa-Bangsa,Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,Perserikatan
Bangsa-Bangsa,2023.

15 Hak atas Kesehatan di atur secara tegas di dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 Hak atas Kesehatan.

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
tercantum dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.



sekedar akses ke layanan kesehatan, ini juga mencakup kondisi sosial
penentu kesehatan, seperti akses ke air bersih, sanitasi, nutrisi yang
memadai, dan lingkungan yang sehat'’. Negara bertanggung jawab untuk
memastikan semua warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati
hak ini. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak ketidakadilan dan
ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi
kelompok marginal seperti pekerja informal.

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan yang
mengatur perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pekerja
informal. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola
olen BPJS Kesehatan adalah salah satu upaya pemerintah untuk
menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih luas®. Namun, dalam
praktiknya, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi program
ini untuk pekerja informal.

Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk kurangnya
informasi yang disampaikan kepada pekerja informal tentang hak-hak
mereka dalam program JKN, prosedur pendaftaran yang rumit, dan
kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil di

mana banyak pekerja informal tinggal di daerah terpencil . Akibatnya,

17 Siti Aisyah,Hak atas Kesehatan dan Faktor Penentu Sosial di Indonesia,Universitas
Gadjah Mada,2020,Vol.12,No.3

18 Rina Indriani,Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia,Jakarta:Erlangga,2020
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banyak pekerja informal yang tidak terdaftar dalam program JKN atau,
meskipun terdaftar, mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan
yang seharusnya mereka peroleh.

Pekerja informal sering menghadapi berbagai tantangan dalam
memperoleh akses ke layanan kesehatan. Salah satu tantangan utama
adalah ketidakstabilan ekonomi yang mereka hadapi. Pekerjaan informal
sering kali tidak memberikan pendapatan yang tetap, sehingga pekerja
tidak mampu membayar biaya kesehatan rutin, apalagi dalam keadaan
darurat. Ketidakstabilan ekonomi ini diperburuk dengan ketidakadanya
asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemberi kerja, seperti yang
umum ditemukan di sektor formal®®.

Selain itu, pekerja informal sering kali tidak memiliki kontrak kerja
formal, yang membuat mereka tidak terlindungi oleh undang-undang
ketenagakerjaan yang seharusnya menjamin hak-hak dasar, termasuk
akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini menciptakan situasi di mana
pekerja informal tidak hanya kehilangan perlindungan kesehatan, tetapi
juga menghadapi risiko hukum yang signifikan, seperti pemutusan
hubungan kerja sepihak tanpa kompensasi atau perlindungan yang

memadai.

19 Hadi, S. S., & Rizal, F. Tantangan dan Dampak Ketidakpastian Ekonomi bagi Pekerja
Informal di Indonesia: Studi Kasus pada Akses Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat
Indonesia, 2022, vol.143.
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Di samping tantangan ekonomi dan hukum, ada juga hambatan
geografis dan informasi. Banyak pekerja informal tinggal di daerah
pedesaan atau perkotaan yang miskin, di mana akses ke fasilitas kesehatan
yang memadai sangat terbatas. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya
informasi mengenai hak-hak kesehatan yang seharusnya mereka terima,
serta prosedur untuk mendapatkan perlindungan kesehatan melalui
program-program pemerintah seperti BPJS Kesehatan.

Memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam hal
akses kesehatan adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan sosial dan
ekonomi. Ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan tidak
hanya mempengaruhi kesehatan fisik pekerja informal, tetapi juga
berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pekerja
informal yang sakit atau cedera tanpa akses perawatan yang memadai
sering kali tidak dapat bekerja, yang pada gilirannya memperburuk kondisi
ekonomi mereka dan keluarganya®.

Meskipun ada upaya untuk memperluas akses kesehatan melalui
program seperti JKN, kesenjangan antara pekerja formal dan informal
dalam mengakses layanan kesehatan tetap signifikan. Pekerja formal

biasanya memiliki akses yang lebih baik ke asuransi kesehatan melalui

20 Ahmad Fauzi,Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal,Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama,2021.



12

tempat kerja mereka, yang mencakup berbagai manfaat, termasuk rawat
inap, pengobatan, dan perawatan pencegahan.

Sebaliknya, pekerja informal sering kali harus membayar sendiri
untuk layanan kesehatan, yang bisa menjadi beban finansial yang berat.
Akibatnya, mereka cenderung menunda atau mengabaikan perawatan
kesehatan yang dibutuhkan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan
mereka dan menurunkan produktivitas kerja.

Pekerja formal mendapat akses lebih baik ke fasilitas kesehatan,
sementara pekerja informal sering menghadapi keterbatasan, seperti jarak
jauh dan antrean panjang di layanan publik. Pekerja informal sering
dianggap sebagai kelompok marjinal di luar sistem ekonomi formal,
sehingga kurang diperhatikan dalam kebijakan publik. Kurangnya
kesadaran hukum membuat mereka tidak memanfaatkan layanan yang
tersedia, termasuk hak atas layanan kesehatan, yang sering dianggap mahal
atau sulit diakses?!. Selain itu, stigma sosial terhadap pekerja informal juga
bisa menjadi penghalang. Mereka sering kali dianggap sebagai pekerja
yang "tidak sah" atau "tidak terdaftar,” yang menyebabkan mereka

diabaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan.

21 putra, A. H., Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Pekerja Informal: Dampak

Terhadap Pemanfaatan Layanan Kesehatan,"Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Sosial, vol. 12, no.

3, 2023.
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Masalah kesehatan yang tidak tertangani di kalangan pekerja
informal berdampak luas, baik bagi individu maupun sistem kesehatan
negara. Tanpa akses yang memadai, mereka cenderung mencari perawatan
saat kondisi sudah parah, meningkatkan biaya medis dan membebani
fasilitas kesehatan publik. Selain itu, biaya perawatan yang tinggi dapat
memicu siklus kemiskinan, memaksa pekerja menjual aset atau berutang.
Oleh karena itu, akses kesehatan yang lebih inklusif dan perlindungan
sosial yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja informal dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, adanya kesenjangan dalam akses kesehatan antara
pekerja formal dan informal juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial
yang lebih mendalam. Ketika kelompok tertentu dalam masyarakat secara
konsisten tidak mendapatkan perlindungan yang layak, hal ini dapat
memicu ketidakpuasan sosial dan ketegangan®?. Oleh karena itu,
memperbaiki akses kesehatan bagi pekerja informal bukan hanya
merupakan masalah keadilan ekonomi tetapi juga penting untuk menjaga
stabilitas sosial. Mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi
pekerja informal untuk memperoleh akses kesehatan memerlukan
pendekatan yang holistik dan inklusif. Salah satu tantangan terbesar adalah

kompleksitas regulasi yang ada, di mana undang-undang yang mengatur

22 gari, N. P., Kesenjangan Akses Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Keadilan Sosial,
Jurnal Kesehatan Masyarakat, vol. 15, No. 2, 2022.
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ketenagakerjaan dan perlindungan sosial sering kali tidak cukup rinci atau
spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja informal. Selain itu,
kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab atas perlindungan sosial dan kesehatan sering kali
menghambat pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

Pembahasan ini sangat menarik diteliti karena pekerja informal
merupakan bagian besar dari angkatan kerja, namun mereka sering kali
tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan. Status
pekerjaan yang tidak diatur membuat mereka rentan terhadap berbagai
risiko kesehatan tanpa perlindungan yang layak. Penelitian ini penting
untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan dan regulasi dapat
ditingkatkan guna memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan
hak yang sama dalam layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada
kesejahteraan yang lebih merata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,maka penulis terdorong
untuk menuliskan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM SEKTOR INFORMAL UNTUK MEMPEROLEH AKSES
DI BIDANG KESEHATAN”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
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a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja Informal dalam
memperoleh akses kesehatan ?
b. Apa saja kendala yang dihadapi pekerja informal dalam mendapatkan
akses kesehatan ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas,
maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui dan mengatasi perlindungan hukum bagi pekerja
informal di bidang kesehatan.
b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala apa saja yang terjadi
dalam akses kesehatan bagi pekerja informal.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis adalah sumbangan yang diberikan oleh hasil
penelitian terhadap pengembangan atau penguatan teori yang ada, yang
berguna untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang yang
diteliti®.
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu  hukum, khususnya dalam bidang

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2018.
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perlindungan hukum tenaga kerja dan akses terhadap layanan
kesehatan.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata di lapangan, baik
dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun dalam kehidupan
sehari-hari*,

a. Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan
dakam penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk
memperluas akses kesehatan bagi pekerja informal.

b. Bagi Pekerja Informal. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait akses
kesehatan dan cara-cara untuk memperolehnya.

c. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi
dalam penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi
pekerja informal untuk memperoleh akses dibidang kesehatan.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

24 Ibid, him, 37-40.
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1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh
hukum untuk memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap individu agar
hak-haknya terlindungi dari segala bentuk tindakan yang melanggar
hukum.?®

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala
bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memberikan
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi individu maupun
masyarakat terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan.
Perlindungan hukum mencakup aspek preventif dan represif, yang mana
preventif berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran,
sedangkan represif menangani pelanggaran setelah terjadi?®.

Perlindungan hukum adalah hak setiap individu sebagai subjek
hukum, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Ini mencakup
jaminan atas hak dasar seperti kesehatan, pekerjaan, dan keamanan yang
harus dilindungi negara. Tujuannya tidak hanya melindungi individu,
tetapi juga memastikan kelompok seperti pekerja informal mendapat hak

yang setara tanpa diskriminasi?’.

25 Muhammad Hatta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, him.
47.
% bid

2" 1bid
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Menurut  Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
mekanisme untuk melindungi kepentingan individu dengan menjamin
keadilan dan kepastian hukum?®. Perlindungan ini memastikan hak-hak
dasar, termasuk bagi pekerja informal, dihormati dan dilindungi negara.
Dengan perlindungan hukum yang efektif, individu merasa aman dan
memiliki akses setara ke layanan kesehatan serta ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum bersifat universal dan bertujuan untuk
menjamin bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-
haknya secara penuh tanpa adanya ancaman atau pelanggaran. Dalam
konteks pekerja informal, perlindungan hukum menjadi penting karena
mereka sering kali berada di posisi yang rentan dan kurang mendapat
perhatian dari sistem hukum formal.

Aspek Perlindungan Hukum :
a. Perlindungan Preventif

Meliputi regulasi dan Kkebijakan yang mencegah terjadinya

pelanggaran hak, seperti undang-undang yang memastikan pekerja

informal mendapatkan akses kesehatan yang layak.

2 Nurmalasari, Nurmalasari. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Syntax ldea 3.8, 2021,: him
1947-1966.
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b. Perlindungan Represif

Melibatkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi,
termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga non-
peradilan.

Negara memiliki peran krusial dalam menyediakan perlindungan
hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal. Ini
dilakukan melalui penerapan regulasi yang adil dan program seperti
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dirancang untuk memberikan
akses layanan kesehatan kepada semua pekerja, termasuk mereka yang
berada di sektor informal.

Namun, pekerja informal kerap mengalami kendala dalam
mengakses layanan kesehatan akibat kurangnya informasi, biaya, dan
hambatan administratif. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan
agar mereka memperoleh akses yang setara dan bebas dari diskriminasi.
Implementasi efektif regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan, sangat penting untuk melindungi hak-hak
mereka.

Teori perlindungan hukum ini memberikan dasar untuk memahami
bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak pekerja
informal dalam memperoleh akses ke layanan kesehatan melalui regulasi

dan penegakan hukum yang efektif.
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2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah konsep yang menjelaskan sejauh
mana hukum atau peraturan yang ada diterapkan dengan berhasil dan
dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum tidak hanya
melibatkan pembuatan undang-undang, tetapi juga bagaimana undang-
undang tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam praktik?®.

Menurut Lawrence M. Friedman,efektivitas hukum adalah hasil
dari interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Hukum yang baik tidak hanya harus memiliki aturan yang jelas dan adil,
tetapi juga harus diterapkan oleh lembaga yang berfungsi dengan baik dan
diterima serta dipatuhi oleh masyarakat®’.

Mertus membahas bagaimana efektivitas hukum hak asasi manusia
dalam situasi konflik diukur dari kemampuannya untuk melindungi hak
individu dan mengatasi ketidakadilan. Efektivitas hukum dalam konteks
ini dinilai dari sejauh mana hukum dapat mengurangi dampak konflik,
melindungi hak-hak dasar, dan mendukung upaya perdamaian serta
rekonsiliasi di masyarakat yang terdampak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum :

29 Bambang Budi Utomo, Teori Efektivitas Hukum: Implementasi dan Penegakan dalam
Praktik, Jakarta: Penerbit Rajawali, 2022, him. 95.

30 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif llmu Sosial, diterjemahkan oleh M.
Yahya Harahap,Jakarta: Penerbit Kencana, 2015, him. 89.
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1. Substansi Hukum.

Hukum harus jelas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Jika undang-undang atau peraturan tidak sesuai dengan realitas sosial atau
terlalu kompleks, maka hukum tersebut mungkin tidak efektif.

2. Struktur Hukum.

Lembaga-lembaga penegak hukum harus berfungsi dengan baik,
memiliki sumber daya yang memadai, dan beroperasi dengan integritas
tinggi. Efektivitas hukum sering kali bergantung pada seberapa baik
lembaga ini mampu menjalankan tugasnya.

3. Budaya Hukum.

Kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan mereka terhadap
hukum sangat memengaruhi efektivitasnya. Jika masyarakat tidak
menghargai atau tidak memahami hukum, penerapan hukum akan menjadi
lemah.

Dalam konteks perlindungan pekerja informal, efektivitas hukum
dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada berhasil
memberikan perlindungan yang nyata kepada mereka. Misalnya, program
seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan
akses kesehatan kepada semua warga negara, termasuk pekerja informal®L.

Namun, keberhasilan program ini tergantung pada seberapa baik peraturan

31 Lia Amalia, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal dalam Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022, him. 56.
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itu diimplementasikan, kesadaran pekerja informal tentang hak mereka,
dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kendala utama dalam efektivitas hukum sering kali termasuk
kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kualitas penegakan hukum,
dan hambatan administratif. Pekerja informal mungkin menghadapi
kesulitan dalam memahami hak-hak mereka atau dalam mengakses
program-program yang seharusnya melindungi mereka, seperti Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).

Teori efektivitas hukum membantu mengevaluasi sejaun mana
undang-undang dan kebijakan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diterapkan secara efektif dalam
praktik. Dengan menganalisis implementasi peraturan, Kkita dapat
menentukan apakah peraturan tersebut benar-benar memberikan

perlindungan yang dijanjikan bagi pekerja informal.

. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial adalah konsep yang menekankan distribusi
yang adil dari sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Teori
ini berfokus pada cara di mana keadilan dapat dicapai dalam masyarakat,

dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang
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sama untuk mengakses sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan,
dan pekerjaan, serta bahwa hak-hak mereka dihormati®2.

Menurut Noto Negoro teori keadilan sosial adalah menekankan
pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keadilan sosial
mencakup distribusi kesejahteraan, kesetaraan kesempatan, perhatian
terhadap kebutuhan dan kontribusi individu, serta prinsip keseimbangan
antara hak dan tanggung jawab sosial®. Teori ini menyediakan dasar untuk
mengevaluasi dan merancang kebijakan dan undang-undang yang dapat
mempromosikan keadilan dalam konteks sosial dan hukum.

Menggunakan teori keadilan sosial dalam penelitian tentang
perlindungan hukum bagi pekerja informal untuk memperoleh akses di
bidang kesehatan sangat relevan karena teori ini menekankan prinsip
kesetaraan dan keadilan. Pekerja informal seringkali menghadapi
ketidakadilan struktural dan kurangnya perlindungan hukum, yang
membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan. Teori keadilan
sosial menyediakan kerangka untuk menganalisis dan mengatasi
ketimpangan ini dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek

sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan demikian, teori ini mendukung

32 ohn Rawls, Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Sutaryo, Jakarta: Penerbit Nalar, 2011,
him. 75.

33 Noto Negoro, Keadilan Sosial: Konsep dan Penerapannya, Jakarta: Penerbit Bumi
Aksara, 2020, him. 85.
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pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, memastikan hak asasi
manusia, termasuk hak atas kesehatan, dijamin bagi semua, terutama
kelompok yang paling rentan.

Secara umum, teori keadilan sosial berusaha untuk memastikan
bahwa setiap individu dalam masyarakat diperlakukan dengan adil dan
memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan hak-hak dasar,
sehingga tidak ada yang dirugikan atau diabaikan dalam proses sosial dan
ekonomi. Teori Keadilan Sosial berkaitan dengan distribusi yang adil dari
sumber daya dan hak-hak di dalam masyarakat. John Rawls dalam
bukunya Teori Keadilan menjelaskan bahwa keadilan sebagai fairness
adalah prinsip keadilan yang harus memberikan perlindungan khusus bagi
mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat*.

Di Indonesia, prinsip keadilan sosial dijamin oleh Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Hal ini sangat relevan bagi pekerja informal, yang sering
kali berada dalam kondisi kerja yang tidak aman dan tidak memiliki
perlindungan sosial®. Keadilan sosial menuntut bahwa pekerja informal

harus memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka,

3 John Rawls, Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Sutaryo,Jakarta: Penerbit Nalar, 2011,
him. 145.

% Prinsip Keadilan Sosial di atur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
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termasuk perlindungan hukum yang memadai. Negara bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan hukum ketenagakerjaan
mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ini, seperti yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar
atau ukuran yang telah ditentukan. Metode ini mencakup langkah-langkah
sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, menganalisis data,
dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dalam
penelitian hukum, metode penelitian yang tepat sangat penting untuk
memastikan keakuratan dan validitas temuan, baik melalui pendekatan
kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin
dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum
Normatif, penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang
mengkaji dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data
sekunder. Disini penulis akan menelaah, menganalisis, dan mempelajari
keberlakuan asas hukum, teori, dan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
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1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan ini digunakan dalam penelitian normatif untuk

menganalisis norma-norma hukum, vyaitu teks-teks hukum, peraturan
Perundang-Undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana
hukum yang ada diterapkan dalam praktik perlindungan hukum bagi
pekerja informal dalam mendapatkan akses kesehatan. Pendekatan
doktrinal fokus pada studi teori dan teks hukum tanpa mengumpulkan data
empiris dari lapangan.
2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang berisi norma-norma
hukum, aturan-aturan, dan dokumen hukum resmi yang digunakan sebagai
acuan dalam penelitian hukum®. Dalam konteks penelitian normatif
tentang perlindungan hukum bagi pekerja informal untuk memperoleh

akses kesehatan, bahan hukum primer meliputi :

36 Wignjosoebroto,Sumner.Pengantar IImu Hukum.Alumni,1986.
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 82
Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. tercantum pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.

3. Republik Indonesia .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.tercantum pada Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3495.

4. Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.tercantum pada Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

5. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan, tercantum dalam Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887.

6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, tercantum pada Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6573.

7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, tercantum pada Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

8. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5256.

b. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang

terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Misalnya, peraturan yang
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mengatur detail teknis mengenai penerapan Undang-Undang jaminan
sosial bagi pekerja informal.
c. Peraturan Lembaga

Keputusan atau Peraturan dari Lembaga Pemerintah seperti peraturan
yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau
lembaga lain yang mengatur implementasi hak akses kesehatan bagi
pekerja informal.

Bahan hukum primer ini merupakan sumber yang langsung
mengandung norma hukum dan aturan yang menjadi dasar penelitian,
sehingga sangat penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan
hukum bagi pekerja informal diterapkan dan diimplementasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber informasi yang
tidak langsung berasal dari teks hukum itu sendiri, tetapi memberikan
penjelasan, interpretasi, dan konteks tambahan untuk memahami dan
menganalisis hukum®’. Berbeda dengan bahan hukum primer yang terdiri
dari Undang-Undang, peraturan, dan putusan pengadilan, bahan hukum
sekunder membantu menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dan

dikembangkan serta memberikan perspektif tambahan.

37 Rudi Dahrizal, Pengantar Studi Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit
Kencana, 2021, him. 134.
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Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, tulisan atau pendapat
para ahli yang di tuangkan dalam sebuah artikel atau jurnal.
3. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan
metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (library
research). Penelitian ini juga memanfaatkan teknologi internet untuk
mengakses bahan-bahan hukum yang tersedia secara online. Situs web
akademik, perpustakaan digital, serta jurnal-jurnal yang dapat diakses
melalui Google Scholar, Hein Online, dan JSTOR menjadi sumber
informasi yang penting. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan
peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan up-to-date.
4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode
analisis kualitatif yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha
penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah
yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Serta metode
ini memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan
bahan hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori,
masalah yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta
penarikan kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam

melakukan analisis kualitatif dalam penelitian ini.
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5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif, dengan menghubungkan temuan-temuan dari analisis bahan
hukum primer dan sekunder dengan teori yang relevan. Kesimpulan
diambil berdasarkan interpretasi logis dari data yang dikumpulkan,
memastikan bahwa hasilnya menjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan. Pendekatan ini memastikan kesimpulan yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi yang

berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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